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: WALIKOTA PALOPO
. PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa untuk meclaksanakan ketentuan dalam Romawi V angka
11, angka 19 dan angka 20 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negert Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2015, terkait pergeseran Program dan
Kegiatan yang dibiayai dari transfer Dana Alokasi Khusus
(DAK), dilakukan dengan cara mengubah peraturan Walikota
Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pcenjabaran APBD Tahun
Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara TAPD Kota Palopo Nomor :
007/TAPD/IV/2015 dan Nomor: 008/TAPD/IV/2015 tanggal
24 April 2015 telah disctujui penganggaran hutang belanja
Tahun 2014 dengan memanfaatkan SILPA APBD Tahun
anggaran 2014 dan menyetujui Pergeseran Kegiatan DAK pada

Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu mecngubah  Peraturan
Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran

2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi
Sclatan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4186);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lecmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503) scbagaimana tclah diubah dengan
peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah  (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik

Indonesia Nomor S51695) ;
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bi.

12.

13.

14.

Peraturan  Pemerintah - Nomor 58  Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan  Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan  Pemerintah . Nomor 38  Tahun 2007 tentang

Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Dacrah Provinsi dan Pemecrintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonecsia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teclah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Dacrah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Palopo;

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
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Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran [ dan Lampiran II Peraturan Walikota
Palopo Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2015 diubah,

schingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengubah Ketentuan dalam Lampiran [ Peraturan Walikota
Palopo Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang
mecrupakan  Ringkasan Penjabaran APBD  sebagaimana

tercantum dalam Lampiran | Peraturan ini.

2. Mengubah Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Walikota
Palopo Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Bcelanja Dacrah Tahun Anggaran 2015 Pada
Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
daerah Kota Palopo, Sckretariat Dacrah Kota Palopo, Dinas
Pekerjaan Umum Kota Palopo, Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Palopo, Dinas Pendidikan Kota Palopo, Dinas Kesehatan
Kota Palopo, RSUD Sawerigading Kota Palopo, Dinas Tataruang
dan Pemukiman Kota Palopo serta Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kota Palopo scbagaimana tercantum dalam

Lampiran II Peraturan ini.

3. Lampiran Il Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2015 yang tidak mengalami Perubahan

dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

(1) Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini
dituangkan lebih  lanjut dalam Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan  Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar sctinp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah

Kota Palopo.

Ditctapkan di Palopo

T

pada tanggal 27 April 2015

2 Agictn L ,p,l/ CoTm WALIKOTA PALOPO

. JUDAS AMIR

/

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 27 April 2015

SEK TARISPAERAH

MUHAMMAD KASIM ALWI

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 21 TAHUN 2015
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